KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama - WAHYUDI

NIK : 3314100612600003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Sub Unit Kerja  : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jabatan : WAKIL KETUA
Jenis Laporan  : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-03-30 15:04:10



M

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Sel, 6 Jan 2026 pukul 15.46
Kepada: wdjaelani@gmail.com

Yth. Sdr WAHYUDI
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . WAHYUDI
. WAKIL KETUA - PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU - PENGADILAN TINGGI AGAMA
Jabatan :
BENGKULU
Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan ;2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan

LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id.
Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh
Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa

harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah
setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa
sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDOMNESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 € inform jak.go.id @
pengaduan(@pajak. go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomeor BPE BPE-05190/CT/KPP.1808/2026

Tanggal : 03 Februari 2026
NPWP : 3314100612600003
E\Jartm Wajib  WAHYUDI

Pajak

: SPT Tahunan PPh Wal|lb Pajak
Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Jenis SPT

Masa Pajak : Januarl - Desember 2025
Status SPT . Narmal

Saluran Portal Wajib Pajak
Tanggal

Terima SPT - 03 Februari 2026




